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SALINAN 

BUPATI KAMPAR 
PRO VINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI KAMPAR 

NOMOR 11 TAHUN 2024 

TENTANG 

STANDARISASI PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF, 

HONORARIUM, OPERASIONAL, BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA 

BPJS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH DESA 

DI KABUPATEN KAMPAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAMPAR, 

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya Pemerintahan Desa yang 

efektif, efisien clan akuntabel di Kabupaten Kampar perlu 

menyusun pedoman standarisasi bagi Pemerintahan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Standarisasi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, 

Honorarium, Operasional, Biaya Perjalanan Dinas Dan Biaya 

BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Desa di Kabupaten 

Kampar; 

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

569); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611). 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 

tentang Penyetoran luran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja 

Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI 

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF, 

HONORARIUM, OPERASIONAL DAN BIAYA BPJS 

KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN 

KAMPAR. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati mi dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. 

3. Bupati adalah Bupati Kampar. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahari, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 



6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya 

disingkat LPM merupakan wadah yang dibentuk atas 

prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam 

menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat desa 

dibidang pembangunan. 

7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan ADD 

adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 

setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan tahunan 

Pemerintah Desa. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya 

disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan 

desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP 

Desa/Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun. 

11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan 

Pemerintah Daerah. 

12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan 

ketempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali 

ketempat kedudukan semula. 

13. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar 

tempat kedudukan balk perseorangan maupun secara 

bersama yang dilakukan keluar wilayah Kabupaten Kampar 

balk dalam Provinsi Riau maupun keluar Provinsi Riau 

untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang 

berwenang. 

14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kabupaten adalah 

perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan 

maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah 

Kabupaten Kampar untuk kepentingan Daerah atas perintah 

pejabat yang berwenang. 



15. Perjalanan Dinas Luar Desa dalam Kecamatan adalah 

perjalanan oleh perangkat Desa keluar tempat kedudukan 

baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan 

dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan untuk 

kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang. 

16. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih 

dahulu dan dibayarkan sekaligus. 

17. Biaya nil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai 

dengan bukti pengeluaran yang sah. 

18. Surat Tugas adalah surat perintah penugasan melakukan 

perjalanan dinas bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan 

pihak lain sebagai dasar penerbitan surat perintah 

perjalanan dinas. 

19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat 

SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dalam rangka 

pelaksanaan perjalanan dinas. 

20. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Kepala Desa. 

21. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan 

perjalanan dinas. 

22. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala 

Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 

23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang 

selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa 

Yang membantu Kepala Desa untuk Mengelola Keuangan 

Desa. 

24. Sekretaris Desa adalah bertindak sebagai Koordinator 

Pelaksanaan Keuangan Desa. 

25. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan 

sesuai dengan bidangnya. 

26. Bendahara adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan 

Yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk 

menatausahakan keuangan Desa. 



Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati mi adalah untuk 

mengatur pengeluaran belanja yang mencakup Standarisasi 

Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, Honorarium, 

Operasional, Biaya Perjalanan Dinas Dan Biaya BPJS 

Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kampar. 

Pasal 3 

Standarisasi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, 

Honorarium, Operasional, Biaya Perjalanan Dinas Dan Biaya 

BPJS Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa di Kabupaten 

Kampar, digunakan sebagai pedoman bagi Desa dalam 

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 4 

Besaran Standarisasi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, 

Honorarium, Operasional, Biaya Perjalanan Dinas Dan Biaya 

BPJS Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa di Kabupaten 

Kampar sebagaimana tercantum pada Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati mi. 

Pasal 5 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati mi, maka Peraturan 

Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standarisasi 

Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional Badan 

Permusyawaratan Desa, Operasional Organisasi/Lembaga 

Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Usia Dm1, 

Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan 

Insentif Kader, Biaya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS 

Kesehatan serta Honorarium lainnya penunjang kegiatan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 8) dan 

Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2019 tentang 



Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap Kepala Desa, 

Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan 

Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Warga dan 

Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 

Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Kampar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap Kepala Desa, 

Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan 

Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Warga dan 

Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 

Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati mi dengan Penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar. 

Ditetapkan di Bangkinang 

pada tanggal 2 Mci 2024 

P. BUPATI KAMPAR, 

ttd 

HAMBALI 

Diundangkan di Bangkinang 

pada tanggal, 2 Mci 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAMPAR, 

ttd 

AHMAD YUZAR 

ITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 11 

es i dengan aslinya 
IAN HUKUM 

ANSH 
aTk.I 

ip. 19671021 200012 1001 


